LAMPIRAN [

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR RB/FMK.03/2013

TENTANG '

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSE
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI: |

meof OO S (1)

LAMPITATL. ..ot (3)

Hal = : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP .....ccccocormrnnnn.n.. s
................................................ e (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama P (5)
NPWP L e, (6)
Jabatan TP TSR RPROR (7)
Alamat D R SUPPU (8)
Nomor Telepon @7 e e 9)

Bertindak selaku :- [ ] Wajib Pajak

[ ] wakil [ ] Kuasa

dari Wajib Pajak

Nam_a e e (10)
NPWP e (11)
Alamat (12)

bers_amé ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak (STP)*) :

Nomor & Tanggal e (13)
Jenis Pajak e e v (14)
Masa/Tahun*) Pajak @ ... eeeeered SOOI (15)

..............................................................................................................................

................................. BT OO UOOP RSP (1<),
Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/ penghapusan
sanksi administrasi menjadi sebesar Rp............ccocviieniniiiiiennnn, (17). 7
Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah
membayar pajak yang terutang sebesar Rp......ccoocooocoovioniiiii. (18) tanggal
............................. (19) pada bank: ..........nn(20) dengan NTPN
............................................. (21) :

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

" No. : Jenis Dokumen Set/Lembar
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Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

............................................

Keterangan:

1. Beri tanda X pada I:] yang sesuai,

2. *) Diisi salah satu yang sesuai; ,

3. *%) Diist salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan
. ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN

- PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor (1)

' Nomor (2)
Nomor (3}
‘Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

 Nomor (7)

Nomor (8}

Nomor (9)

Nomor (10} :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :

: Diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan
ditandatangani. ‘
Diisi dengan. jumlah lampiran yang d1sertakan dalam surat

permohonan Wajib Pajak,

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena PaJak dikukuhkan.

Diisi - dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan
perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/ Wakﬂ/ kuasa

yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

Diisi- dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi
Nomor (7) tidak perlu diisi.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani

surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi. . ' -
Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang

menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi.

Diisi dengan nama Wajib Paijaik apabila'yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adrn1mstras1

- adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib. Pajak Wajib. Pajak apabila yang

- menandatangani surat permohonan pengurangan atau penghapusan

sanksi administrasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi derigan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi admlnistraSI
adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat
Tagihan Pajak yang diajukan permohonan’ pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi.



Norﬁor(l?’) :
Nomor (18) :

Nomor (19} :

Nomor (20) :

Nomor (21) :

Nomor (22} :

Nomor (23) :
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Diisi dengan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak.

Diisi dengan jumlah pajak terutang yang telah dibayar cleh Wajib
Pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
dicantumkan masing-masing pembayaran.

Diisi dengan tanggal pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib.
Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali
dicantumkan masing-masing tanggal pembayaran.

Diisi dengan nama bank tempat pembayaran pajak yang terutang
oleh Wajib. Pajak dan dalam hal pembayaran dilakukan lebih dari
1 (satu) kali dicantumkan masing-masing tempat pembayaran.

Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai
dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP)
pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dan dalam hal
pembayaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dicantumkan masing-
masing NTPN. ' '

Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis
dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
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B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor PR (1) PP (2)
cLampiran: o (3)
Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP .............ccoiiivvii,

S s (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini: :

Nama s (5)

NPWP L e (6)

Jabatan N SOUOUPPPP (7)

Alamat L P PP P U (8)

Nomor Telepon @ oo (9

Bertindak selaku : D Wajib Pajak -
|:| Wakil [ ] Kuasa
dari Wajib Pajak _ :
NAME I eieiviiiiiieiiiiii e e e ereeseenanaes (10)
NPWP & oo e, (11)
Alamat ..., BRSO PRUPUPRUPN (12)

bersama ini - mengajukan permohonan -pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan /Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar/Surat Ketetapan PaJak Nihil*) :

Nomor & Tanggal L e e e (13)
Jenis Pajak L et e (14)
Masa/ ’I"ahun*) Pajak: oo, bivasresentensanensnans (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
tidak benar:

..................................
..........................................................................................

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus
dibayar/jumlah rugl*) menurut kami adalah sebesar Rp.......... e RISTPTI (17).

Sebagai keiengkapan permohonan, terlamplr disampaikan: (18)

No. Jenis Dokumen. Set/Lembar :
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Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

(19)

..........................................

Keterangein: :
1. Beri tanda X pada I:[ yang sesuai;
2. * Diisi salah satu yang sesuai;

3. **) - Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan
ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Nomor (1}
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10} :

Nomor (11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :

Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Diisi dengan jumlah = lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak -
dikukuhkan. ' .

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan
perundangan -undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/kuasa
yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib
Pajak orang pribadi Nomor (7) tidak pertu diisi. :

Diisi dengan alamat Wajib Paj ak/.wakll /kuasa yang menandatangani -
surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang,
menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Wajib Pajak apabﬂa yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan -
surat ketetapan pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari

- Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani Su}‘at ‘
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar.

Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, PaJak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.



Nomor (16} :
Nomor.{17) :
Nomor (18) :

Nomor (19) :
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Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar atau jumlah
rugi menurut Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing- masmg jenis
dokumen yang d11amp1rkan oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
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C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

Nomor Do e e (1) (2)
cLampiran: o, {3)
Hal . Permohonan Pengurangan atau Pembatalan

Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP .........ceeooe e,

R PP e (4}

Yang bertanda tangan di bawah ini: .
Ndma et e (5)
NPWP ST TS T PR PP (6)
Jabatan O OO PP S R (7)
Alamat S e e s (8)
Nomor Telepon @ e, {(9)

Bertindak selaku : D Wajib Pajak

[ ] Walkil [ ] Kuasa

dari Wajib Pajak

1= o - N USSR (10)
NPWP P (11)
Alamat .. [P . {12)

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak:

Nomor & Tanggal OO P OO (13)
Jenis Pajak R veereaeaan. (14)
Masa/Tahun*) Pajak . (15)

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Taglhan Pajak yang tidak
benar:

.............................................................................................................................

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak vyang tidak benar menjadi sebesar

Sebagai kelengkapari permohonan, terlampir diSampaiI;an: (18}

No. Jenis DokumeAn Set/Lembar
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Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

..........................................

Keterangan: ,

1. Beri tanda X pada [:l yang sesuai;

2. *) Diisi salah satu yang sesuai;

3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal  surat permohonan
ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)..
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9}

Nomor (10) :

Nomor {11) :

Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :

SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak.
Diisi dengan kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat’
permohonan Wajib Pajak,

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan
perundangan-undangan di bidang ketentuan umum. dan tata cara
perpajakan, yang menandatangani surat permohonan pengurangan
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/ kuasa
yang menandatangani surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yvang tidak benar dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi Nomor (7) tidak perlu diisi.

Diisi dengan'alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar. :

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang
menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yvang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak-Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan pengurangan atau pembatalan

- Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari

Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
vang tidak benar adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. -

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar; o |
Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan alasan permohonan pengurangan atau pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.
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Noﬁor (17) . Diisi dengan jumlah pajak yang harus dibayar menurut Wajib Pajak.

Nomor (18) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masiig jenis
' ' dokumen yang dilampirkan.

. Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
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D. F‘ORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

Nomor D e, s S (I} {2)
C Lampiran: e (3)
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. Direktur Jenderal Pajak

u.b. Kepala KPP ......oooovvvviiiiiiiiinavi,
.............................................................. (4)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama e (5)
NPWP T err e (6)
Jabatan . PP (7)
Alamat e (8)
Nomor TElepomn  ©* i (9)
Bertindak selaku :- [ ] Wajib Pajak
[ ] wakil [ ] Kuasa
dari Wajib Pajak
Nama ..o, ST ORPPUTTRO (10)
NPWP .. O OTPPTPR (11)
Alamat @ ., (12)

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaan/verifikasi*} atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/ Surgt
Ketetapan . Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil*) ;

Nomor & Tanggal S SO PPN (13)
Jenis Pajak S PPN (14)
Masa/Tahun”} Pajak L et FOTTUIUTUIPIORS .. (15)

Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemenksaan atau
verifikasi karena surat-ketetapan pajak diterbitkan tanpa:

[ ] penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat
pemberitahuan hasil verifikasi.

pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi
dengan Wajib Pa_tjak.

Dengan uraian sebagai berikut:

........................................

.........................................................................................
............................

......................................................................................................

.......................................................................................................
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Sebégai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (17)

No. | - Jenis Dokumen Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbanglkan.

~ ' Wajib Pajak/Wakil/Kuasa™)

............................................

Keterangan: _
1. Beri tanda X pada [:I yang sesuali;
2. *) " Diisi salah satu yang sesuai,

3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan

ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
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'PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6}

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :

Nomor (12} :

Nomor {13) :
3

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomeor (16} :

PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

Diisi sesuai déngan penomoran surat Wajib Pajak.
Diisi dengan Kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.

Diisi .dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan Wajib Pajalk,

Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa sesuai peraturan
perundangan-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, - yang menandatangani surat permohonan pembatalan
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/wakil/ kuasa
yang menandatangani surat permochonan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
atau verifikasi dan dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi Nomor (7} tidak perlu diisi.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani
surat permohonan pembatalan surat Lketetapan pajak Thasil
pemeriksaan atau verifikasi. : :

Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/ kuasa yang
menandatangani surat permohonan pembatalan surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Diisi déngan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
atau verifikasi adalah pengurus atau kuasa dari Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak apabila yang
menandatangani surat permohonan pembatalan . surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari
Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat
permohonan” pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
atau verifikasi adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. - '

Diisi dengan nomor dan tanggal surat ketetapan pajak yvang diajukan
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
atau verifikasi. '

Diisi dengan jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan Badan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 21.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan alasar permohonan pembatalan surat ketetapan pajak
hasil pemeriksaan atau verifikasi.
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Nomor (17) : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis
dolkumen yang dilampirkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BIRO UMUM
S ttd.
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LAMPIRAN II

TENTANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASTI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Nomor L (2) . (3)
Lampiran-: ....occcooveeeinivvininnneeennnnn. (4)

Sifat e {5)

Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi

Ytheoiiiien,

O OIS (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................... (7) tanggal ........eeneenll (8)
yang diterima tanggal ..................... (9) hal Permohonan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi atas ..., (10) nomor ........coeeenen.e. (11)
tanggal ...l (12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat .....(13) huruf ....(13) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor g [PMK.03/ 2013 dengan penjelasan sebagai berikut:

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara:

L__' masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013 :

- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 6
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

an DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.......................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

gg}:?ggml‘{éd}%ﬁﬁ .I{Blﬁ\?%“@lng‘UBLIK INDONESIA

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN

Nomor (11} :
Nomor (12} :

Nomor (13) :

Nomor (14) :
Nomor (15} :
Nomor (16} :

Keterangan:

. PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan sifat surat. |

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak

Diisi dengan ayat dan huruf dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan
Menteri ini yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan,
menandatangani surat.

nama, dan NIP pejabat yang

Beri tanda X pada D yang sesual
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B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR;:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Nomor S e (2} (3)

Lampiran @ .....coocovivviviiiiiiiinininnnnns (4)

Sifat L e (5)

Hal . ¢ Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak
Benar - :

Y

................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... ....(7) tanggal
.................... (8) vang diterima tanggal ................(9) hal Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ..................... (10)
jnle) s To) ol (11) tanggal .................. (12), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana - diatur dalam Pasal 14 ayat ....... (13) "huruf ...... (13) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8 JPMK.03/ 2013 dengan penjelasan sebagai
berikut:

- SR ;

b, ;

Coovrvnrnenn dst. (14)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembahkan
dan Saudara: :

masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat {4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013

tidale dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.....................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

N 6mor (1)
* Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
N omof (S)-
Nomor {6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
Nomor (12} :
Nomor (13) :

Nomor (14} -
Nomor (15} :
Nomor (16) :

Keterangan:

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan sifat surat. .

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti -
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 14 Peraturan Menteri ini
yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak. -

Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.

tangan, nama,

Beri tanda X pada D yang sesuai
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C. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Nomor N T . e {2) PP (3}

Lampiran @ .o (4)
Sifat P (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan atau
' Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar
Yth. oo
................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................ (7) tanggal .ccoovriienenn (8)
yang diterima tanggal ........ e (9) hal Permohonan Pengurangan atau
Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomlor
e (10) tanggal ......covoveinnennnnn. (11), dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan peneclitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat ..... (12) huruf ....(12) Peraturan Menter:
Keuangan Nomor 8 = /PMK.03/2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

2 ;
b, e, ;
S dst. (13)

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara:

D masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013.

- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

detdEsararan s st a N s A ns r e ATy

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
-ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR -

Nomor (1)
- Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (S)-
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nqur (10)
Nomor (11) :
Nomor (12)

Nomor (13} :
Nomor (14} :

Nomor (15) :

Keterangan:

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.,

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Diisi’ dengan ayat dan huruf dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini
yvang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diist dengan ' tanda tangan, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat..

nama,

Beri tanda X pada Dyang sesuai
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D. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......... prernonene (1)
Nomor e PP (2) ‘ e (3)
Lampiran @ ..o.ccoveoviiiviniiniiinininnnn. (4) ' '
Sifat PR, (5) _
Hal - ! Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat

Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Ytheo
................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ................. (7) tanggal ............ (8)
yang diterima tanggal ................... (9) hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas .................. {10) nomor .............;.. (11}
tanggal ..o {12}, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat ....... (13) huruf ....... (13) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/ 2013, dengan penjelasan sebagai
berikut: .

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan Saudara: |

masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8§ /PMK.03/2013.

- tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 23
ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03;/ 2013

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (S)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10} :

Nomor {11} :
Nomor (12} :
Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :

Keterangan:

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diist dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan sifat surat. |

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan ayat dan huruf dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ini
yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Dusi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.

nama,

Beri tanda X pada | _]yang sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BIRO UMUM

/;xi:;”:"““"\ ttd.

KEPALABAGIAN T.U: KEMENTERIAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO




LAMPIRAN III )
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 /PMK.03/2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

U g“‘ ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
e SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA  PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  SANKSI
~ ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Sifat : Segera -

Hal- ~ : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Berdasarkan Permohonan

Ytheoo,
e (4}

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOLr ....eeeeeevervvvevvsonnn (5) tanggal
e (6)" hal Permochonan Pengurangan atau  Penghapusan Sanksi
Administrasi atas ................... (7) nomor .........ooeeeunennnnns (8) tanggal .................... (9},

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk hardeopy dan/atau softcopy yang meliputi:

TSN e dst.  (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada; '

nama PPN ETTTPTE PP (11}
jabatan @ ... e a e —— (12)
tempat @ o et et e e nas (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabﬂa dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
surat permochonan pehgurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara
tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
....................... e (14)

...........................................

Tembusan: '
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11} :
Nomor (12) :
Nomor (13)

Nomor (14} :
Nomor (15) :

SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat,

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak. '

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang
dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat. :
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B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
- YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)
‘

: Segera _
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi Dalam

Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

102 - WS
...................................... (4)
: S_ehubungan‘dengan surat Saudara nomor ..... Fereereiens (5) tanggal ................ (8)]
- hal Permohonan Péngurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor .................. (7) tanggal .....oovvviiiiini. (8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

B e e, dst. (9)

. Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama PN R (10)
JAbALATL 1 e s (11)
tempat o (12}

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini. -

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi
yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Tembusan: N
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor {3)
Nomor (4)
Nomor {5)
Nomor (6}
Nomor (7)
Nomor (8}
Nomor (9)

Nomor {10} :
Nomor (11} :
Nomor (12) :

Nomor (13) :
Nomor (14) :

Diist dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi den'gan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pgj ak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informast yaﬁg
dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonén Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, mnama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.
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C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI

DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----------------------------------------- (1)

PPN (2) . PP (3) .
Sifat  : Segera ‘ :
Hal i Permintaan Dolkumen, Data, dan/atau Informasi

Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak

Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Berdasarkan

Permohonan
Ythe oo
...................................... (4)
- Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (5) tanggal ... (6)
hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau
Verifikasi atas .........cccevvennens (7) nomor ......occovevvininiinnnn. (8) tanggal ..............oevinn(9),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau
informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L e e e, :
D e e e, ,
B e, dst.  (10)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama L e ettt ereeeatereeteieeieaaarreateaiaeeenas (11)
JADATATIL 1 it e e (12)
tempat oL e (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau
informasi yang ada. '

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMARSI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK
HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (3)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor {10} :

Nomor (11) :
Nomor (12) :
Nomeor (13) :

Nomor (14) :
Nomor (15) :

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan

- Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang
dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan disampaikan. -

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.
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D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN

YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU

INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Nomor @ i (2} (3)
Sifat 1 Segera ‘
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen

yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan,
Data dan/atau Informasi - Dalam. Rangka
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yvang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Ythe o
...................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nNOMOT ..voveeviecinininn. (5) tanggal
................................. (6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ........ccoceevnennnne. (7) nomor ...ooovviiiiiiiinns (8)
tanggal ..., (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan

pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
yvang meliputi:

L et ettt ;
D e e, ;
B e e, dst.  (10)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
tersebut agar diberikan kepada: :

TRBITEEL 1 tevrenitennsssnenenstenasetannentnntarstetet et tatrrtaananis e (11)
FADALANL T cveoeeeeoee e, (12)
tempat @ . [ e (13)

paling lama 15 {lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi
yang ada. '

G
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Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
......................................... (14)

..........................................

Tembuéan:
Direktur Jenderal Pajak
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" PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,
DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA
DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11) :
Nomor (12) :
Nomor (13)

Nomor (14) :
Nomor (15) :

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat pcrmohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pdjak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang
dimintakan kepada Wajib Pajak. '

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengén jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajalk.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan disampaikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat. :
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E. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGA.N TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN
PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

P PSP TOP PSPPI (1)
NOmor @ . (2) (3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Berdasarkan Permohonan '

Yth oo
...................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............ccoeceeveeneron.. (5) tanggal
................................. (6) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi atas ................... S (7} nomor ...o..occovviviiiiiiii (8) tanggal
e (9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan
tambahan dalam bentulk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L ;
2 e, OO POPTPPOP PP ;
PPN dst. (10}

" Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy agar
diberikan kepada: :

nama PP UPTPPOD (11)
JEDATAIL 1 (12)
LEIMPAl 1 e e (13)
paling lama ..... “er...{14) hari kerja setelah tanggal diterimanya suraﬁ ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap
diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.............................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
Nomeor (12) :
Nomor (13) :

Nomor (14} :

Nomor {15) :
Nomor (16) :

ke

BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi dengan kepala surat.,

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal sﬁrat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajalk. ' .

Diisi dengan jeﬁis keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak,

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan
tambahan akan disampaikan.

Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan
tambahan harus diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejaibat yang
menandatangani surat. ' ' '
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F. F‘ORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
'DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................... - (1)

Hal - : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
- Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan
Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth. oo
...................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara NOMOT .......ccc.eeveennnn.... (5) tanggal
.............................. .--(6) hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas ..........coceveennn, (7) Nomor .................. (8)
tanggal ..., ...-(9), dengan ini Saudara diminta untuk memberikan
keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:
Lo e e ;
PP RUPTOUPUORt EPTPNI ;

B e, e, dst. (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy agar
diberikan kepada:

nama PN (11)
jabatan : OSSOV UUROTOURUSOTOOOS (12)
11380 o =X O U USSR (13)
paling lama ........... {14) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabilé keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang t1dak benar
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

- a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

.........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal PaJak



=
v

P

MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Nomor (8)

Nomaor (9)

| Nomor (10) :

Nomor (11) :
Nomor (12) :
Nomor (13) :

Nomor (14} :

Nomor (15)
Nomor (16) :

YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat,

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, seperti Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar. '

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat keterangan
tambahan akan disampaikan.

Diisi dengan jangka waktu (angka dan'huruf) paling lama keterangan
tambahan harus diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat.
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'G. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK
BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......... e (1)

L reee e te e 2) - s (3)
Sifat : Segera '
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka

Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak

yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth o
...................................... 4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (5) tanggal ............ ... (6)
hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak
Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor .................... (7) tanggal ...........oeunnns eee(8),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L e ;
D S ;
B dst. (9}

Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy agar
diberikan kepada:

TRAIIREL 1 eeeiireeneininsinraie et e, (10)
jabatan @ ., e (11)
tempaf S PPN (12)
paling lama ........... (13) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permchonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada. ' ‘

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Noinor (4}
Nomor (5)
Nomor (6)
" Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (11) :
Nomor (12) :

Nomor (13) :

Nomor (14) :
Nomor (15) :

YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi déngan tanggal sufat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajai%:
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak.

Diisl dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Diisi jenis keterangan tdambahan yang dimintakan kepada Wajib
Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan
tambahan akan disampaikan. :

Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan
tambahan harus diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.
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H. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU
VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................... (1)

Sifat : Segera _

Hal © Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka
Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan
atau Verifikasi Berdasarkan Permohonan

Ythe i
...................................... (4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ............... (5) tanggal ........... e (0)
hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan dan
Verifikasi atas ........cccoeveieinni. (7) nomor .................. (8) tanggal ....... e (9),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L e e :
e e e, :
B e s dst.  (10)

Keterangan tambahan dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy agar
diberikan kepada: '

nama O (11)
JADALATL 1 (12)
tempat ¢ .eoeeereen. s e, (13)
paling lama ........... (14} hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada. =~ -

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

...........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN

DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK

HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nommor (4)
(5
(
(

Nomor (6

Nomor (5)
)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomuor {(11) :
Nomor (12) :
Nomor (13) :

Nomor (14) :

Nomor (15) :
Nomor (16) :

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi d.en'gan tanggal surat,

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nomor surat pe'rmohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang diajukan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, seperti Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis keterangan tambahan yang dimintakan kepada
Wajib Pajak. :

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat keterangan
tambahan akan disampaikan.

Diisi dengan jangka waktu (angka dan huruf) paling lama keterangan
tambahan harus diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang
menandatangani surat.
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[. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN DATA, DAN JATAU INFORMASI
DALAM RANGEKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Secara Jabatan

Ytho oo,
...................................... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ................. (5) nomor
......................... (6) tanggal ....................[7} mengenai pengurangan . atau
penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas ...................c..... (8) nomor
.......................... (9) tanggal .........coeiiiviiiinn0(10), dengan ini Saudara diminta

untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy yang meliputi:

L et e, :
2 e, :
Bl e e dst. (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama P e (12)
JADALAI 1 i (13)
tempat g S P (14)

paling larna 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetap d1proses sesual dengan
dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n, DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN :

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (1 i) :

Nomor (12} :
Nomor (13) :
Nomor (14) :

Nomor (15} :
Nomor (16) :

SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

Diisi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor surat.
Diisi dengan tanggal surat.
Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama sumber data/ informasi/surat usulan yang
menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
secara jabatan. - '

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/ surat usulan pehgurangan atau
penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Diisi dengan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang
digjukan pengurangan atau penghapusan sanksi. administrasi,
seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak. .

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang
dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat vyang '
menandatangani surat.
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J. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal . Permintaan Dokumen, Data, dan/ atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat
Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Secara jabatan

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari .......... eeaes (5) nomor
......................... (6) tanggal “................(7) mengenai pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat
Tagihan Pajak nomor ................ ......(8) tanggal ....... et (9}, dengan ini
Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L e e :
R UTURRS :
B e e Cereerreenens dst, (10)

_ Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada: '

nama O PP (11)
jabatan : .............. e e e (12)
tempat o, et et ettt e e e e s (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap’
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatlan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

e

...........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10) :

Nomor (11) :
Nomor (12) :
Nomeor (13) :

Nomor (14} :
Nomor (15} :

Diisi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor surat.
Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama sumber 'data/ informasi/surat usulan ,yang'

menjadi dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar
secara jabatarn.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar secara jabatan. :

Diisi dengan nommor Surat Tagihan Pajak.
Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yang
dimintakan kepada Wajib Pajak. -

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat. ' ' '
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K. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI
DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL
PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOmor @ .t (2) o e (3) -

Sifat : Segera

Hal " Permintaan Dokumen, Data, dan/ atau Informasi
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan '

Ythe oo
...................................... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ................... (5) nomor
.................. (6) tanggal ...................{7) mengenai pembatalan surat ketetapan
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas .................... (8), nomor
........................ (9) tanggal. .......................(10), dengan ini Saudara diminta untuk

memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy yang meliputi: : ‘

Lt ettt ettt ens ;
e e e ettt e e ;
c SRRSO dst.  (11)

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/ atau
softcopy tersebut agar diberikan kepada:

NAMA | © .eeeerrrennn. e s SR (12)
jabatan o ST {13)
teImPAat e (14}

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikdn

dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara “tetap
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/ atau informasi yang ada atau

diterima. 2
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Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

-----------------------------------------

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4}
Nomor (9)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10} :
Nomor (11) :

Nomor (12)

Nomor (13) :
Nomor (14) :

Nomor (15} :
Nomor (16)

HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN

Diisi dengan kepala surat.
Diisi dengan nomor surat.
Diisi déngan tanggal surat.
Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama sumber data/ informasi/surat usulan ‘yang
menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan
atau verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan,
seperti-Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis dokumen, data, dan/atau informasi yan;g
dimintakan kepada Wajib Pajak.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Paj ak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen data
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat. -
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L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN
YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU
INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Hal .1 Permintaan Pembukuan atau Pencatatan, Dokumen
yang Menjadi Dasar Pembukuan atau Pencatatan,
Data, dan/atau Informasi Dalam Rangka Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak
Benar Secara Jabatan

Ytheoii,
...................................... (4)

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari ................... (5) nomor
e, wn(B) tanggal oo, (7) mengenal pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas
......................... (8) momor .......ccoiinn(9) tanggal e (10),

dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan,
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau
informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L et :
e e e, :
B e, dst. (11)

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk hardecopy dan/atau softcopy
tersebut agar diberikan kepada:

nama L e PO PO U PP (12)
jabatan : ...l PPN ORRPPON {(13)
LBIMPAL s (14)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy,
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara
tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.
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Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..........................................

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN,
DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA
DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Nomor (1)
2)
3)
4)
S)

Nomor
Nomor

Nomor

Nomor

Nomor (6)

Nomor (7}

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10) :
Nomor (11) :

Nomor (12} :
Nomor (13} :
Nomor (14) :

Nommor (15) :
Nomor (16) :

SECARA JABATAN

Diisi dengan kepala surat.

Diisi dengan nomor surat.

Diisi dengan tanggal surat.

Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang
menjadi dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang
tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan surat ketetapan pajak yang dilakukan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajalt Lebih Bayar.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.
Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.

Diisi dengan jenis pembukuan atau pencatatan, dokumen, data,
dan/atau informasi yang dimintakan kepada Wajib Pajalk.

Diisi dengan nama petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.
Diisi dengan jabatan petugas yang meneliti permohonan Wajib Pajak.

Diisi dengan nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
dan/atau informasi akan diberikan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR(LU UM

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

N
NIP 1€ \3‘042019849210 1

”1 B e
S

.-,_‘/
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TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASE DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....ooooiiiiniiiis {1)

TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI

ATAS .o, BT (2)
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama e, {3) nomor

.................. (4) tannggal e (3) yang diterima oleh
..................... {6) tanggal .............(7) Tberdasarkan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen nomor ............. (8) tanggal ........... (9),
diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan . sanksi
administrasi atas ............. (2) nomor ........... (10) tanggal ................ (11)
Masa/Tahun®} Pajak .............. (12); :

b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi nomor ... (13) tanggal
......... . {14);

¢c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas
.................. (2) Karena Permohonan Wajib Pajalk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara " Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); '

7 SRS ; (15)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan atau Pembatala_n Surat Ketetapan PaJak atau Surat
Tagihan Pajalk;
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PERTAMA
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dengan perincian sebagai berikut: (19)

-0 .
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN/

PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS ooicoervieeriiieeeeeeein, (2]

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian /Menolalk®)
permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib
Pajak dalam suratnya nomor .................... (4} tanggal ..........oceoan (5).

2. Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan*) .  jumlah sanksi
administrasi dalam .............. (2) mnomor ... (10) tanggal
................... (11) Masa/Tahun*) Pajak .................(12)

‘atas: 7
Wajib Pajak . FOTTT JURTU (3)
NPWP SO (17)
Alamat D e e (18].

. Semula Dllf;'urangkaﬁ/ Menjadi
Uraian (Rp) Dihapuskan (Rp)
(Rp) -
Pajak yang tidak/kurang
dibayar
Sanlksi Administrasi :
1. Bunga Pasal ............ (20)
2. Kenaikan Pasal ......, (20)
‘1 3. Denda Pasal ............ (20} .

Jumlah pajak yang masih
harus dibayar

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2. e,

3. i,

G i, dst. (21) .
Ditetapkan di ........oevvvnnenns (22)
pada tanggal ..............oeeeel {(23)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.......................................... (24}
NIP vooooooereooeeoeeoeeeeen (25)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (9)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor {8)
Nomor (9)
Nomor (10}

Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor (14)

Nomor (15)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat
Tagihan Pajak.

Diisi dengan mnama Wajib Pajak yang mengajukan surat
permohonan pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi. : '

Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajalk.
Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima
surat permohonan pengurangan atau penghapusan bank31
administrasi Wajib Pajak.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak dlterlma di Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi 'dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihah
Pgjak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanks1
administrasi.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Diisi dengan nomor laporan penehtlan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

Diisi dengan tanggal 1aporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi
dengan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk
Indonesia - Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893)”

o}



Nomor {16}

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

Keterangan *)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan  Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur- Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. -

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Diuisi dengan perhitungan sesuai dengan Jlaporan . hasil

penelitian ‘mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi. '

Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak. ‘

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan. _

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihanA yang sesuai.
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SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB

PAJAK:

Menimbang

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- .....ccecvevererennn., (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

........................ (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama .................. (3) nomor
e, (4} tanggal ... (5)  yang diterima  oleh
...... ceeerneen(0) tanggal  ...........(7) berdasarkan Lembar
Pengawasan  Arus Dokumen nomor  ................. (8) tanggal
...................... (9), diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar atas ................... (2) nomor
REPUUUTUROIN (10) tanggal ........... (11) Masa/Tahun?*) Pajak .............. (12);

bahwa atas permchonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah
dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak  yang tidak benar
BOMOY .ovveerannen. (13) tanggal ............... (14);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas ..................... (2)
Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib
Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

....................................... : (15)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Peldksanaan Hak dan Pemenuhan Kewsajiban Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013! tentang Tata
Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat
Tagihan Pajak;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGURANGAN
KETETAPAN .PAJAK ATAS ....... e (2) BERDASARKAN PASAL 36
AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

o 1.

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan | sebagian/ Menolak"‘)
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib
Pajak  dalam  suratnya nomor  .................. (4) tanggal
.......................... (5).

2. Mengurangkan/Mempertahankan® jumlah pajak yvang masih harus
dibayar/rugi*} dalam .................. (2} nomor ... e (10) tanggal
................... (11) Masa/Tahun*) Pajak .................(12}

atas
Wajib Pajak D e s (3).
NPWP L e (17)
Alamat L i, (18)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar /rugi*) :
Semula . L e {19)
Dikurangkan (pertama) OO (20}
Dikurangkan (kedua) PR U 21):
Menjadi e (22).

dengan perincian sebagai berikut:
(23)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada;

..................
..................

..................

.................. dst. (24)

Ditetapkan di .................. (25)
pada tanggal ................... (26}
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
........... e (27)
NIP e (28)
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- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor ()
| Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor {10)

Nomor (11)
Nomor {12)

Nomor (13)

Nomor (14} -

Nomor (15}

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat
permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan
pajak yang tidak benar. :
Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima

surat permohonan pengurangan atau pewmibatalan . surat

ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor

Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen,

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar. :

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar,

Pilih salah satu: _ :

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263]
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)”. -



Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20}
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor {23)
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b, Palam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomeor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia
Nomor 5069)”

Diisi dengan Keputusan Dlrektur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal -Pajak kepada Para

Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajalk.

Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar sesuai

dengan surat ketetapan pajak. :

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan

dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom

ini tidak perlu dicantumkan. '

Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah

d1kurar1gkan

Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil pene11t1an
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

IF il { T
Dikurangkan [ Dikurangkan Menjadi

{pertamal) (kedua)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

, ‘Semula
Uraian

a. Penghasilan neto {rugi)

b. Kompensasi kerugian

c. Penghasilan kena pajak
(a-b)

d. Pajak Penghasilan yang terutang

e. Kredit Pajak

{. Pajak yang tidak/kurang {lebih}
bayar (d-e}

g. Sanksi administrasi

h. Jumlah PPh yang masih harus
(lebih) dibayar (f+g)




Nomor (24}

Nomor (25)
Nomor {26)
Nomor (27)

Nomor (28)

Keterangan *)
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b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

- .. {Dikurangkan | Dikurangkan oo
Uraian b‘zgg;ld (pertama) (kedua) Mr;‘;ljacll
(Rp) (Rp) (Rp) -

a. Pajak yang harus dibayar

b. Telah dibayar

c. Kurang dibayar (a-b})"

d. Sanksi administrasi-

e. Jumlah yang masih harus
dibayar {c+d)

¢. Pajak Pertambahan Nilai:

| Dikurangkan | Dikurangken o
Uraian Sigll;la (pertama) (kedua) M?ll%ladl
“®Rp) | (Rp) ?)

a. Dasar Pengenaan Pajak

b. Pajak Keluaran yang harus
dipungut/dibayar sendiri

c. Jumlah pajak yang dapat
diperhitungkan

d. Jumlah penghitungan PPN
kurang (lebihj bayar (b-c)

¢. Kelebihan pajak yang sudah
dikompensasikan

f. PPN yang tidak/kurang (lebih}
dibayar (d-e)

g. Sanksi administrasi

h. Jumlah PPN yang masih
harus {lebih) dibayar (f+g)

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:;:

. |Dikurangkan | Dikurangkan o
Uraian ' *"?Ep‘}"* (pertama) | (kedua) M?}Q-}')‘;d‘
(Rp) (Rp) :

a. Dasar Pengenaan Pajak

b. PPnBM yang terutang

¢. Pajak yang dapat diperhitunglkan.

d. PPnBM yang kurang (lebih)
bayar {b-c)

e. Sanksi administrasi

f. Jumlah PPnBM yang masih harus
(lebih) dibayar (d+e)

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat- keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. :
Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan. ‘

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB

PAJAK:

Menimbang :

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..o (1)

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

..................... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ................. (3)
TIOINIOT  .evuvenrivinnnnnns (4} tanggal ............... (5) yang diterima oleh
............. (6) tanggal .............(7)  Dberdasarkan Lembar
Pengawasan Arus Dokumen nomor .............. (8) tanggal

coirivesiennenen(9),  diajukan  permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas
.................... (2) nomor ....................(10} tanggal ...............[(11)
Masa/Tahun*) Pajak ................ (12); , '
bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah-  dilakukan  penelitian  sesuai laporan  penelitian
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar nomor ............... (13) tanggal ................ (14); -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
.................. (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) I—Iuruf b Karena
Permohonan Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tamhahan Lembaraih Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); -
....................................... ; (15)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 5268);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013) tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pagjak;

0.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN

PERTAMA

KEDUA

KETETAPAN PAJAK ATAS oo, s (2) BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1)- HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIR
PAJAK:

: 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pengurangan

atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam

suratnya nomor ................ (4) tanggal .................. ().
2. Membatalkan/Mempertahankan*) ............. (2) nomor .......... (10)
tanggal ........... (11) Masa/Tahun®) Pajak ........ s (12)
atas: : . _
Wajib Pajak e (3)
NPWP O (17)
Alamat e (18).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2.

3.

G i dst. (19)
Ditetapkan di ......... PR (20)
pada tanggal ................... (21

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK -

......................................... (22)
NIP oo, (23)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KERPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3}

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8

}
Nomor (9)
Nomor (10}

Nomor (11)
Nomor {12)

Nomor (13)

Nomor (14) |

Nomor (15}

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan nomor keputusan. . _

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan - surat

permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan

pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak vang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima

surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat

ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor

Pelayanan Pajak. 7 :

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar. _

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan

pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak

benar. :

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu: o

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lemhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 4893)”.-

G.



Nomor [16)

Nomor (17)
Nomor (18}
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan DNilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesm
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia
Nomor 5069]”

Diisi dengan Keputusan Dlreki_ur Jenderal Pajak tentang

Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal ‘Pajak kepada Para

Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak. -

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi- dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuali.
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D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....ooovvveeren. (1)

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajlb Pajak atas nama ................ {2)
NOMOT  .eovvvvannnn. (3) tanggal ............ (4) yang diterima oleh
............. (5) tanggal ..............(6) berdasarkan Lembar Pengawasan
Arus Dokumen nomor ..................... (7) tanggal ................... {8),
diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor
..................... (9) tanggal ................(10) Masa/Tahun*) Pajak
s (11); '

b. bahwa atas permochonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah,  dilakukan penelitian sesuai laporan  penelitian
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar nomor ................. (12) tanggal ................ (13); '

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat
Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf ¢ Karena
Permohonan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
: dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

T ; (14)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,

¢ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pa]ak atau
Surat Tagihan Pajak;



Menetapkan :

. PERTAMA

KEDUA

A 4&,,

LAy

I'MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-15-
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA
PERMOHONAN WAJIB PAJAK. '

;1.

Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*)
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
Wajib Pajak dalam suratnya nomor ................ (3) tanggal
...................... (4). _
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) - jumlah pajak yang masih
"~ harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak nomor .................. (9)
tanggal .....o.oevvvneeennl, (10) Masa/Tahun*) Pajak .................. (11)
atas: | —
Wajib Pajak N {2)
NPWP e (16)
Alamat T (17)
sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar:
Semula PP (18)
Dikurangkan (pertama) e (19)
Dikurangkan (kedua) L e (20)
Menjadi D e, e (21)

dengan perincian sebagai berikut:
(22)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada;

..................

.................. dst. {23)
Ditetapkan di ....... SR (24)l
pada tanggal ................... (25)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.......................................... (26)
NIP oo (27)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11}

Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor (14)

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi deﬁgan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
vang tidak benar.

Diisi dengan nomor surat permochonan pengurangan. atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidalk benar.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima,
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar.

Diisi dengan tanggal -Surat Tagihan Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar.

Diisi dengan nomor laporan penelitian ‘pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar:.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran = Negara Republik . Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali =~ diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema
Nomor 4893)”

0.



Nomor (15}

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}

Nomor (19}
Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)

£
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesm
Nomor 3264} sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia
Nomor 5069)” -

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pajak yang masih harus d1baya1“ sesual dengan
Surat Tagihan Pajak. .

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali dan
dalam hal merupakan surat keputusan yang pertama kali kolom
ini tidak perlu dicantumkan.

Diisi® dengan pajak yang masih  harus dibayar setelah
dikurangkan.

Rincian perhitungan sesual dengan laporan hasil penehtlan
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

. ikurangkan | Dikurangks
i Semula |Pikurangkan |Dikurangkan) . o
Uraian . {pertama) (kedua)
(Rp) o : (Rp)
(Rp) (Rp)
a. Angsuran pajak/pokols pajak
yang harus dibayar
b. Telah dibayar
c. Kurang dihayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus
dibayar (c+d)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:
Uraian Semula |Dikurangkan |Dilkurangkan| Menjadi
(Rp} (pertama) (ikedua) (Rp)

(Rp) (Rp)

a. Pajak yang harus dibayar

b. Telah dibayar

c. Kurang dibayar (a-b)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yang masili harus
dibayar (c+d} '
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c. Pajak Pertambahan Nilai:

i y Dikurangls
" Semula Dikurangkan  Dikuranglan Menjadi
Uraian (Rp) {pertama) (kedua) (Rp)
(Rp) (Rp)

a. Pajak harus dibayar/ ditagih
kembah

b. Telah dibayar
c. Kurang Flibaya.r (a-b)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yvang masih harus
dibayar {c+d)

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Dikurangkan | Dikurangkan -
" Menjadi
(pertamayl (kedua) (Rp)

(Rp) - (Rp) " (Rp)

Uraian Semula

a. Pajak harus dibayar/ ditagih
kembali

. Telah dibayar
c. Kurang dibayar (a-h)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yang masih harus
dibayar {c+d)

Nomor (23) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepals
unit “kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Nomor (24} : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.

Nomor (25)  : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Nomor (26) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.
Keterangan *} : Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB

PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
" NOMORKEP- ..ocooovooorerern) (1)

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C

Menimbang

Mengingat

(=08

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ................ (2)
NOMOT .vvvvvernenen.. (3) tanggal .............. (4) yang diterima ............. (5)
tanggal .............. (6) berdasarkan Lembar Pengawasan Arus
Dokumen nomor ..........ceeeceen... (7) tanggal . ................... (8),

diagjukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak nomor
e ineneanaea 9) tanggal ... (10) Masa/Tahun*) Pajak
................ {11); :

bahwa berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor
............... (12) tanggal ..............(13); ‘
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf -a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat
Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf ¢ Karena
Permohonan Wajib Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

....................................... ; (14)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentahg Tata Cara

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8§ /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak; '



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1} HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK. ' ‘

: 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak?®) permohonan pengurangan

atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya

nomor .....: SO (3) tanggal ................. (4).
2. Membatalkan /Mempertahaﬁkan*) Surat Tagihan Pajalc ,nomc;r
.............. (9) tanggal............(10) Masa/Tahun*) Pajak .............(11)
"atas:
Wajib Pajék OO e {(2)
NPWP et (16)
Alamat e (17).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. '

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

7 SROTUO
3. e
A, e, dst. (18)
Ditetapkan di ......... PROTI {19)
pada tanggal ................... (20)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
e (21)
NIP oo, (22)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Nomor (1}
Nomor (2)
Nomor (3}
Nomor (4}

Nomor (5)

Nomor (©)

Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12}

Nomor (13)

Nomor (14) -

T

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan surat
permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yvang tidak benar.

Diisi dengan nomor surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima
surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.
Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar. ,

Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang ‘L1dak
benar.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan
pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajal Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4893)” :



Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)

Keterangan *)

“'\z. »- e
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan wuntuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5069)”

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yafxg
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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F. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN  PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP= ...o.oovoveeeeererrn. (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK _
ATAS o, (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF d
: KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama ................ (3)
. NoOmMor .....eceevne... {4) tanggal .............. (9) yang diterima oleh
..................... (6) tamggal ...................(7) berdasarkan Lembar

Pengawasan Arus Dokumen nomor ................ (8) tanggal

..................... (9), diajukan permohonan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi atas
.............. (2) nomor VSO i 10)’ tanggal. ... {11)
Masa/Tahun*) Pajak .............. (12);

b. bahwa atas permohonan sebagalmana dimaksud pada huruf a
telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembatalain
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor
................. (13) tanggal ..........co.cconnn {14);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direkfur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
.................... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Karena
Permohonan Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun' 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); _

D e : (15)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara,
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03 /2018 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pegak atau
Surat Tagihan Pajak;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK ATAS ..., (2) BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB
PAJAK.

: 1. Mengabulkan seluruhnya/Menolak*) permohonan pembatalan

surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Wajib

Pajak dalam suratnya nomor ............... (4) tanggal ............... (3).
2. Membatalkan/Mempertaharnkan?*) ............... (2) nomor ............. (10)
tanggal ............ (11) Masa/Tahun®*) Pajak .............. (12) '
atas: '
Wajib Pajak L PUSTUROT U (3)
NPWP T e TP (17)
Alamat s (18).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2

3.

G, dst. (19)
Ditetapkan di .............ce.. (20)
pada tanggal ................... (21)

“a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

........................................... (22)
NIP (e, (23)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D KARENA PERMOHONAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3}

Nomor (4)
Nomor ()

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor {10)

Nomor (11)
Nomeor (12)

Nomor (13)

Nomor (14) _

Nomor (i 5)

Diisi dengan nomor keputusarn.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang diajukan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan mnama Wajib Pajak yang mengajukan surat
permohonan pembatalan surat ketetapan pajak ° hasil
pemeriksaan atau verifikasi. ' '

Diisi dengan mnomor surat permohonan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Diisi dengan tanggal surat permohonan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. ‘

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima
surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasﬂ
pemeriksaan atau verifikasi.

Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak dlterlma di Kantor
Pelayanan Pajak.

Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Diisi” dengan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemerzksaan atau
verifikasi.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan
pembatalan surat ketetapan paJak hasil pemeriksaan atau
verifikasi.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang diajukan
pembatalan surat ketetapan pa_]ak hasil pemeriksaan atau
verifikasi.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau veriftkasi.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat

ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Pilih salah satu: :

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara  Republik - Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesm
Nomor 4893)”,

0.



Nomor (16]

Nomor (17}
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

Keterangan *)

“‘7‘!’“.“ Gdp 7
L3 ian ‘l‘*‘

='MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 06 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan wuntuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indomnesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)”. : '

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yaﬁg
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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'G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI SECARA JABATAN: :

Menimbang :

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
© NOMOR KEP- ...cooovieviiereeennns (1)

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTR@SI

ATAS oo, )
SECARA JABATAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa  berdasarkan data/informasi/surat usulan*} dari

................. (3) nomor..............(4) tanggal ............(5) yang diterima
crrereeeenna(6) tanggal Ll (7), diusulkan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas
................... (2) nomor .................(8) tanggal .................(9)
Masa/Tahun*) Pajak ................... (10);

bahwa  atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
NOMIOT +ovtreeeneenaes (11) tanggal ...........oeenee. (12}; :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi
Administrasi Atas ................. ...(2) Secara Jabatan,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

ettt : (13)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

- MENTER! KEUANGAN
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS

.................................. (2) KARENA JABATAN.
Mengurangkan/Menghapus®) jumlah sanksi administrasi dalam
................. {2) nomor IO ¢<)| tanggal R %)
Masa/Tahun*) Pajak ................. {10}
atas: '

Wajib Pajak e (15)

NPWP e (16)

Alamat D TR (17)
‘dengan perincian sebagai berikut: (18) ‘

Urasi Semula Dﬂfuran_gkan/ Menjadi
raian (Rp) Dihapuskan (Rp)
(Rp)

Pajak yang tidak/kurang

dibayar

Sanksi Administrasi :

i. Bunga Pasal .......... (19)

2. Kenaikan Pasal ....... (19)

3. Denda Pasal .......... (19)

Jumlah - pajak yang masih
"harus dibayar

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada t:»inggal
ditetapkan. -

- Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Lo oo
D e
B e
S dst. (20) |
Ditetapkan di «..........co....... 21)
pada tanggal ...l (22)
an. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
............................. e (29)
NIP oo (24)



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomeor (8)
Non;Lor (9)

Nomuor (10)
Nomor {11

Nomor (12)

Nomor (13}
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak atau Surat Taglhan
Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
atau Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang
menjadi dasar pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/ 1nforma31/ surat usulan pengurangan
atau penghapusan sankm administrasi Wajib Pajak secara
jabatan.

Diisi dengan tanggal data /1nforma31/sura1. usulan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajais: secara
jabatan.

Diisi  dengan nama unit kantor yang menerima
data/informasi/surat usulan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi Wajib Pajak secara jabatan.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi secara jabatan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan
Pajak.

Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi. :

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi
dengan “Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republikk Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4893)”.



Nomor (14)

Nomor {15)
Nomor (16}
Nomor (17)

(

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)

Nomor (24}

Keterangan *)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal’ Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur- Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil
penelitian mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi.

Diisi dengan pasal terkait sanksi administrasi yang dikenakan.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak,
kepala unit kantor penerbit surat keputusan, Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan. '

Diisi dengan tanda tangan, ‘nama, dan NIP pejabat yang

menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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SURAT  KEPUTUSAN  PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN:

Menimbang :

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....coocovvreverroninnn, (1)

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

..................... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B

SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa  berdasarkan data/informasi/surat. usulan*) dari

................ (3) nomor..............(4) tanggal .............(5) yang diterima
............. (6) tanggal ..................(7), diusulkan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan atas ................ (2) nomor ............... {8) tanggal ........... (9)
Masa/Tahun*) Pajak ............... {10); '

bahwa atas data/informasi/surat wusulan®) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yang tidak benar nomor ............... (11) tanggal ............. .. (12);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas
...................... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262} scbagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

....................................... ; (13)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 = /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajal;



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

!
Ry
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS .oiiviiiieiennn., (2)
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) dalam

............ (2) nomor .....(8) tanggal .........(9) Masa/Tahun*®) Pajak

.............. (10)

atas:
Wajib Pajak L e .-.(15)
NPWP L e, {16)
Alamat e (17)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) :
Semula D e, e (18)
Dikurangkan (pertama) D e PP (19)
Dikurangkan {kedua) e (20)
Menjadi e, (21)

dengan perincian sebagai berikut:
(22)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
L. o,

..................

2.
T
4

Ditetapkan di .................. (24)
pada tanggal ................... (25)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
..... .0 (26)
NIP (oo (27)
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'~ PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN

Nomor (1)
Normor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (3}
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13) -

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan
pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan, seperti- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang
menjadi clasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/mformam/ surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan surat-ketetapan pajak yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi  dengan nama  unit kantor yang menerima
data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan
surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit’ kantor yang melaksanakan pengurangan surat ketetapan
pajak yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan mnomor surat ketetapan pajak yang dilakukan
pengurangan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diis1 dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasﬂan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)”.



Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17}
Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22}
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan wuntuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Taimbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)”.

Diisi -dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih] dibayar sesuai
dengan surat ketetapan pajak. '
Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.

Diisi dengan pajak yang masih harus (lebih) dibayar setelah
dikurangkan. ‘
Rincian perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi: '

i Dikurangkan o

‘ . Semula Dilurangkan [ LJikurang Menjadi
Uraian (Rp) (pertama) (kedua) (Rp)

(Rp) (Rp)

a. Penghasilan neto (rugi)
b. Kompensasi kerugian
¢. Penghasilan kena pajak
(a-b)
d. Pajak Penghasilan yang terutang

e. Kredit Pajak

f. Pajak yang tidak/lurang (lebih)
bayar (d-e)

g. Sanksi administrasi

h. Jumlah PPh yang masih
harus(lebih) dibayar ({+g}




Nomor (23}

#

Nomor (24)
Nomor (29)

Nomor (26)
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b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:

Uraian

Semula
(Rp)

Dilurangkan
{pertama)
(Rp)

Dikurang-
kan
(kedua)
{Rp)

Menjadi
(Rp)

a. Pajak yang harus dibayar

b. Telah dibayar

¢. Kurang dibayar (a-b)

d. Sanlksi' administrasi

e. Jumlah yang masih harus
dibayar {c+d)

c. Pajak Pertambahan Nilai:

Uraian

Semula
(Rp).

Dikurangkan
(pertama)
(Rp)

Dikurangkan

{kedua)
{Rp)

Menjadi
(Rp)

a. Dasar Pengenaan Pajak.

b. Pajak Keluaran yang harus
dipungut/dibayar sendiri

¢. Jumlah pajak yang dapat
diperhitungkan

d. Jumlah penghitungan PPN
kurang (lebih) bayar (b-c)

e. Kelebihan pajak yang sudah
dikompensasikan

f. PPN yang tidak/kurang {lebih}
dibayar (d-e)

g. Sanksi administrasi

h. Jumlah PPN yang masih
harus (lebih) dibayar ([+g)

d. Pajalk Penjualan atas Barang Mewah:

Uraian

Semula
(Rp)

Dikurangkan
(pertamal
(Rp)

Dikurangkan

{ltedua)
{Rp)

Menjadi
(Rp)

a. Dasar Pengenaan Pajak

b. PPnBM yang terutang

¢. Pajak yang dapat diperhitungkan

d. PPnBM yang kurang (lebih)
bayar (b-c)

e. Sanksi administrasi

f. Jumlah PPnBM yang masih

harus (lebih) dibayar {d+e}

Diuisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala

unit kantor penerbit surat keputusan,

Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.
Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi
keputusan.

dengan jabatan pejabat yang menandatangani

dan Kepala Kantor

surat

0.
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‘Nomor (27) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Keterangan *) . Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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1. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN: '

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ......c.ovvrrnnnnn, (1)

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK :
ATAS o, (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B
SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat - usulan®) dari

................ (3) nomor..............(4) tanggal ............(5) yang diterima
............. (6) tanggal .............(7), diusulkan pengurangan atan
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan atas .......... (2] nomor .......... (8) tanggal ...........(9)
Masa/Tahun*} Pajak ............ (10);

b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan .
penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
vang tidak benar nomor ........... (11) tanggal ............ (12);

-c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
..................... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara
Jabatan; '

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999});

D e, : (13)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2018 tentang

g Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK ATAS . (2) BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B SECARA JABATAN.
Membatalkan .................... {2) nomor ............ (8) tanggal......... (9)
Masa/Tahun*) Pajak ........... (10)
atas: ,
Wajib Pajak e, . (15)
NPWP e ...(16}
Alamat Do e (17).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

2. v,
Be e
4. e dst. (18)
Ditetapkan di ....o..o.ov....... (19)
pada tanggal ................... (20)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.......................................... (21)
NIP ©ooooieveooeeeee oo (22)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KERUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1} HURUF B SECARA JABATAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor {8)

Nomor (9)
Nomor (10}
Nomor {11}

Nomor (12)

Nomor (13)

Diisi derigan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara
jabatan, seperti ‘Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Diisi dengan nama sumber data/ 1nforma31/ surat usulan yang
menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
secara jabatan.

Diisi  dengan nama  unit  kantor yang  menerima
data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan
surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajalk
yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dllakukan
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajalk Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4893)”



Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

8)

Nomor (1

Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor {21)

Nomor (22)

Keterangan *}

"MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomeor 51,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomeor 150, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk Indonesia
Nomor 5069)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang . Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kartor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi-dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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J. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ....oovvvrverrrn) (1)

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF‘ C

Menimbang :

Mengingat

SECARA JABATAN

'DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa  berdasarkan data/informasi/surat usulan*} dari
................. (2) nomor .............(3) tanggal ............(4) yang diterima
............... (5) tanggal .................(6), diusulkan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan
atas Surat Tagihan Pajak nomor ............ (7) tanggal ............. (8)
Masa/Tahun*) Pajak ............ (9); ‘

bahwa atas data/informasi/surat usulan®) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan
Pajak yang tidak benar nomor ............ - (10) tanggal ......... (11);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat
Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf ¢ Secara
Jabatan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa-kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak; ' ‘
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN. DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat

Tagihan  Pajak  nomor  .............. (7)  tanggal ... (8)

Masa/Tahun*) Pajak ............... (9)

atas:
Wajib Pajak e, e (14)
NPWP L e, (15)
Alamat L, e, (16)

sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar: -
Semula D e SROTO (17)
Dikurangkan (pertama) PPN (18)
Dikurangkan (kedua) e (19)
Menjadi O ST (20)

dengan perincian sebagai berikut: '

(21)

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Ditetapkan di .................. (23)

pada tanggal ................... (24)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
......................................... (25)
NIP oo (26)
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- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor ‘(3)
Nomor (4)
Nomor ({9)
Nomor (6)
Nomor {7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Nomor (11)

Nomor (12)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang
menjadi dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara
jabatan. '

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara
jabatan. :

Diisi dengan nama  unit  kantor jang menerima
data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit kantor yang melakukan pengurangan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar secara jabatan. :

Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan
pengurangan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak.
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)".



Nomor (18}
Nomor {19)
Noror (20}

Nomor (21)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak
diterbitkan wuntuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)”. ‘

Diisi dengan Keputusan Dir_ekfur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlalku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pajak yang masih harus dibayar-sesuai dengan
Surat Tagihan Pajak.

Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan pertama kali.
Diisi dengan besarnya pajak yang dikurangkan kedua kali.

Diisi ‘dengan pajak yang masih harus dibayar setelah
dikurangkan.

Rincian perhitungan sesuai dengan .laporan hasil penelitian
dibuat dalam bentuk tabel dengan contoh sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi:

i Dikurangkan .
. Semula Dikux:angkan & Menjacli
Uraian (Rp) (pertama) (kedua) (Rp)
(Rp} (Rp)
a. Angsuran pajalc/pokok pajak ’
yang harus dibayar
b. Telah dibayar
¢. Kurang dibayar (a-b)
d. Sanksi administrasi
e. Jumlah yang masih harus
dibayar (c+d)
b. Pajak Penghasilan Pemotongan atau Pemungutan:
) ikur Dikur: k
. Semula Dikur gngka'n rmrangkan Menjacli
Uralan (Rp) (pertama) (leedua) (Rp)
(Rp) (Rp) :

8. Pajal yang harus dibayar

h. Telah dibayar

c. Kurang dibayar {a-b)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yang masih harus
dibayar (ct+d)

G-



Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

Nomor (26)

Keterangan *)
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c. Pajak Pertambahan Nilai:

.o | Dikurangkan | Dikurangkan .
&('{"g;';ld (pertama) (kedua) M%}gj?"m
(Rp) (Rp) P

Uraian

a. Pajak harus dibayar/ ditagih
kembali

b. Telah dibayar

¢. Kurang dibayar {a-b)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yang masih harus
dibayar {c+d)

d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

1. ([ Rikurangkan | Dikurangkan .
Uraian E S?g};‘;ld (pertamay) (kedua) Mf('«llaljc;ch
' ‘ (Rp) . (Rp) P

a. Pajak harus dibayar/ ditagih
kkembali

h. Telah dibayar

¢. Kurang dibayar (a-b)

d. Sanksi administrasi

e. Jumlah yang masih harus
dibayar {c+d)

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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SURAT  KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ..ccovvvevveroreron, (1)

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 36 AY-AT (1) HURUF C

Menimbang

Mengingat

SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa  berdasarken data/informasi/surat - usulan*) dari
................ (2) nomor..............(3) tanggal ............{4) yang diterima
............. {5) tanggal .............(6), diusulkan pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan
atas Surat Tagihan Pajak nomor ........... {7) tanggal ........... (8)
Masa/Tahun?*) Pajak ............... (9);

bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar nomor ............ (10} tanggal .............. (11);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat
Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf ¢ Secara
Jabatan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/201% tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;
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KEDUA
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN

KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak nomor .............. (7} tanggal
coverenenee..(8) Masa/Tahun*) Pajak ................ (9)
ataé: .

Wajib Pajak P -...{14)

NPWP L e ... (15)

Alamat O ey (16).

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada;

20
3o
P dst. (17)
Ditetapkan di .................. (18)
pada tanggal ................... (19)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
.......................................... (20)
NIP oo, (21)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF C SECARA JABATAN

Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor {10}

Nomor (11)

Nomor (12)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan nama sumber data/ inforrriasi/ surat usulan yang
menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak
benar secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yvang menjadi
dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara
jabatan. :

Diisi dengan mnama unit  kantor yéng menerima
data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang tidak benar secara jabatan. -

Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan
pembatalan Surat Taglhan Pajak yang tidak benar secara
jabatan.

Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj'ak.
Diist dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar.

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau
pembatalan Surat Taglhan Pajak yang tidak benar.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893)”.



Nomor (13)

Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)”. : -

Diisi  dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang  Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Karitor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuai.
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SURAT  KEPUTUSAN PEMBATALAN  KETETAPAN PAJAK

BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN:

Menimbang :

Mengingat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- ........oovreernrann. (1)

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

..................... (2) BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D

SECARA JABATAN.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

bahwa  berdasarkan data/ informasi/ surat = usulan¥®)  dart

................ (3} nomor..............{(4) tanggal ............[5) yang diterima
............. (6) tanggal ............[7), diusulkan pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan
atas .. (2) nomor ................. (8) tanggal ................(9)
Masa/Tahun*} Pajak .............. (10);

bahwa atas data/informasi/surat usulan*] sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
yvang tidak benar nomor .............. (11) tanggal ............... (12);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas
.................... (2) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Secara
Jabatan,;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

....................................... ; (13)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/201% tentang
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau
Surat Tagihan Pajak;

G-
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK ATAS e, (2) BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN. .
Membatalkan .............. (2) nomor ....... e (8) tanggal ... (9)
Masa/Tahun*) Pajak ............... (10)
atas: :
Wajib Pajak e, (15)
NPWP L e (16)
Alamat L i, (17).

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur J enderal ini disampaikan kepada:
1. '

Ditetapkan di ......co......... (19)
pada tanggal ................... (20)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
......................................... (21)
NIP oot (22)



“MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 .

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF D SECARA JABATAN

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10}
Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Diisi dengan nomor keputusan.

Diisi dengan jenis surat ketetapan pajak yang dilakukan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi secara jabatan, seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, ‘Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar. ' '

Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang
menjadi dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan nomor data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan yang menjadi
dasar pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan nama  unit kantor yang  menerima
data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pembatalan
surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara
jabatan.

Diisi dengan tanggal data/informasi/surat usulan diterima di
unit kantor yang melakukan pembatalan surat ketetapan pajak
hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak yang dilakukan
pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau
verifikasi secara jabatan.

Diisi dengan tanggal surat ketetapan pajak.
Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak.

Diisi dengan nomor laporan penelitian pémbatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi. '

Diisi dengan tanggal laporan penelitian pembatalan surat
ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi.

Pilih salah satu:

a. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitkan untuk Pajak Penghasilan, diisi dengan “Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah ‘terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4893}, 5

G.



Nomor (14)

Nomor {15)

Nomor {10)

Nomor (17}
(

Nomor (18)

Nomuor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)
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b. Dalam hal Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak
diterbitlcan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, diisi dengan “Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3264} sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5069)”.

Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para
Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlalku.

Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajalk.

Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan,
termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala
unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak penerbit surat ketetapan pajak.

Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan.
Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.

Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat
keputusan.

Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang
menandatangani surat keputusan.

Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuali.

Salinan sesuai dengamn aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIANT.
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